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Artikel ini mengkaji secara kritis urgensi reformasi konstitusi di Indonesia melalui 

pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis 

normatif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengalaman transformative 

constitutionalism di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador. Hasil studi menunjukkan 

bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan keadilan sosial sebagai cita-cita 
nasional, pengaturannya masih bersifat prosedural normatif sehingga hak-hak sosial-

ekonomi hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif. 

Sebaliknya, Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador telah berhasil melembagakan hak-
hak sosial-ekonomi sebagai hak konstitusional yang justiciable melalui pendekatan 

konstitusional yang transformatif. Aktualisasi keadilan sosial di Indonesia masih 

terhambat oleh dominasi oligarki, bias kebijakan neoliberal, lemahnya perlindungan 
yudisial, ketimpangan regional, rendahnya partisipasi publik, serta fragmentasi 

kebijakan afirmatif. Artikel ini merekomendasikan reinterpretasi progresif terhadap 

UUD 1945, penerapan mekanisme constitutional complaint, penguatan penegakan 

hak sosial-ekonomi, serta reformasi legislasi dan budaya hukum. Pembentukan 

konstitusi yang transformatif dan hidup menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan 
sosial substantif di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

adalah janji konstitusional yang mencerminkan raison d’être negara Indonesia. Janji tersebut bukan sekadar deklarasi 

politik, melainkan menjadi fondasi normatif yang menuntut realisasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Karimi, 2024; Triningsih & Agustine, 2019). Namun, dalam praktik konstitusional Indonesia, cita-cita tersebut lebih 

sering menjadi slogan retoris ketimbang kenyataan substantif. 

Seiring perjalanan sejarah, kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dan dominasi oligarki tetap menjadi persoalan akut. 

Berdasarkan analisis Winters (2011), demokrasi elektoral di Indonesia belum berhasil membendung kekuatan oligarkis 

yang menguasai perekonomian dan politik nasional. Ironisnya, dalam banyak kasus, kekuasaan oligarki tersebut justru 

diperkuat oleh mekanisme demokrasi prosedural yang seharusnya menjadi sarana emansipasi rakyat. 

Negara hukum Indonesia yang diidealkan sebagai pelindung hak-hak rakyat justru kerap terjebak dalam formalisme 

prosedural. Prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjiwai penegakan hukum seringkali diabaikan. Kristhy & 

Satrio (2022) menyoroti bahwa supremasi hukum di Indonesia lebih mengutamakan aspek prosedural formal daripada 

mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat. Hal ini juga ditegaskan oleh Nasir et al., (2023) yang 

menggarisbawahi bahwa sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya memprioritaskan kesejahteraan sosial dalam 

kerangka implementasi konstitusional. 

Di tengah realitas ketimpangan yang kian menganga, gagasan tentang konstitusi redistributif mengemuka sebagai 

pendekatan alternatif yang relevan untuk menghidupkan kembali semangat keadilan sosial. Konsep ini mengasumsikan 
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bahwa konstitusi harus berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk 

memperbaiki ketidakadilan struktural yang diwariskan dari masa lalu (Gargarella, 2013). 

Dalam konteks global, berbagai negara telah mencoba mengadopsi pendekatan konstitusional berbasis redistribusi. Afrika 

Selatan, misalnya, melalui prinsip transformative constitutionalism berupaya mentransformasikan struktur sosial-

ekonomi yang timpang akibat warisan apartheid (Davis & Klare, 2024; Klug, 2020). Begitu pula negara-negara di 

Amerika Latin seperti Bolivia dan Ekuador, yang dalam dekade terakhir melakukan reformasi konstitusi untuk 

memperkuat hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya . 

Indonesia, meskipun telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip 

keadilan sosial dalam kerangka operasional negara hukum. Hak-hak sosial-ekonomi memang diakui dalam teks 

konstitusi, namun belum memiliki mekanisme yudisial yang kuat untuk penegakannya (Sihombing, n.d.).  Realitas ini 

menunjukkan adanya ketegangan antara teks normatif UUD 1945 dengan praksis politik dan hukum di lapangan. Seperti 

diungkapkan oleh Bilchitz & Cachalia (2023), ketimpangan sosial yang ekstrem hanya dapat dikoreksi melalui keberanian 

negara untuk mengadopsi pendekatan hukum yang berorientasi pada redistribusi kekuasaan dan sumber daya. 

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep konstitusi redistributif dalam teori dan praktik, menganalisis 

hambatan aktualisasi keadilan sosial di Indonesia, serta menawarkan refleksi komparatif dari pengalaman negara lain 

dalam membangun negara hukum berbasis keadilan sosial substantif. Dengan demikian, diharapkan dapat membuka 

wacana baru tentang pentingnya transformasi konstitusional dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial yang sejati di 

Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Keadilan Sosial dalam Negara Hukum 

Konsep keadilan sosial dalam negara hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pemikiran besar yang dikembangkan 

oleh John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "fairness" dan 

mengedepankan prinsip bahwa distribusi sumber daya sosial harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan mereka 

yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, negara tidak cukup hanya menjamin hak-hak sipil dan 

politik, tetapi juga harus aktif memperbaiki ketidakadilan struktural yang berakar dari kondisi sosial-ekonomi. Gagasan 

ini tetap relevan dalam diskursus kontemporer, termasuk dalam konteks negara-negara berkembang yang tengah berupaya 

mengatasi ketimpangan sosial (Rawls, 2017; Scanlon Jr, 1972). 

Sen Amartya (2009) kemudian memperluas wacana ini melalui The Idea of Justice, dengan mengkritik pendekatan 

institusional formalistik Rawls. Bagi Sen, keadilan sosial bukan hanya soal desain institusi, melainkan harus tampak 

dalam realitas konkret kehidupan warga negara. Ia menekankan pentingnya "capability" — kemampuan nyata individu 

untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam konteks negara hukum, ini berarti negara harus 

menciptakan kondisi di mana semua orang memiliki akses substantif terhadap hak-hak dasar, bukan hanya hak formal di 

atas kertas.  

Nancy Fraser (2009) menambahkan dimensi penting lainnya dalam pemahaman keadilan sosial: pengakuan dan 

partisipasi. Baginya, keadilan tidak hanya menyangkut distribusi ekonomi, tetapi juga melibatkan pengakuan atas 

identitas sosial yang beragam dan keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka negara hukum, ini 

berarti bahwa hukum harus berfungsi untuk mendemokratisasi akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi. Perspektif 

ini diperluas oleh Wagner et al. (2021), yang menegaskan pentingnya keadilan deliberatif dalam proses legislatif. 

Dalam praktik negara modern, keadilan sosial yang dimaksud oleh Rawls, Sen, dan Fraser menuntut lebih dari sekadar 

netralitas hukum. Harvey (2007) dalam A Brief History of Neoliberalism mengkritik bahwa banyak negara hukum modern 

telah terjebak dalam ideologi neoliberalisme yang memandang hukum hanya sebagai penjaga pasar bebas, bukan sebagai 

alat untuk koreksi ketidakadilan sosial. Kritik ini didukung oleh Sheehy et al. (2024), yang menunjukkan bahwa 

kecenderungan hukum ekonomi global masih lebih menekankan efisiensi pasar daripada redistribusi keadilan. 

Di Indonesia, upaya mengaktualisasikan keadilan sosial dalam negara hukum menghadapi tantangan serius. Menurut 

Aspinall dan Mietzner (2019), demokrasi Indonesia pasca-Reformasi mengalami regresi akibat kooptasi elite dan oligarki 

ekonomi-politik. Dalam konteks ini, negara hukum yang semestinya melindungi kepentingan umum seringkali 
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dikendalikan oleh kepentingan sempit elite ekonomi. Penelitian terbaru oleh Yamin & Rasyid (2021) menguatkan bahwa 

proses legislasi di Indonesia masih bias elite dan minim partisipasi substansial masyarakat. 

Lebih lanjut, Winters (2011) dalam Oligarchy menegaskan bahwa ketimpangan kekayaan yang ekstrem akan selalu 

menghasilkan ketimpangan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, hukum cenderung melayani pemeliharaan status quo 

daripada menjadi instrumen pembebasan sosial. Ini menjadi argumen kuat mengapa keadilan sosial harus menjadi jantung 

dari negara hukum, bukan sekadar ornamen normatif. Hal ini selaras dengan argumen Bilchitz dan Cachalia (2023) bahwa 

negara hukum tanpa dimensi redistributif berisiko memperkuat eksklusi struktural. 

Oleh karena itu, pemikiran tentang keadilan sosial dalam negara hukum harus diarahkan pada tiga prinsip: (1) pemerataan 

hasil pembangunan melalui mekanisme distribusi yang adil; (2) perlindungan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak 

fundamental yang justiciable; dan (3) partisipasi substantif semua kelompok sosial dalam perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan publik. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai alat 

transformasi sosial. Gagasan ini diperkuat oleh hasil kajian Setiawan & Raharjo (2022) yang menunjukkan hubungan erat 

antara penguatan partisipasi masyarakat dengan efektivitas reformasi hukum. 

Untuk itu, membangun negara hukum berbasis keadilan sosial di Indonesia membutuhkan pendekatan yang melampaui 

positivisme hukum sempit. Negara harus memandang keadilan sosial sebagai mandat konstitusional aktif yang menuntut 

perubahan dalam struktur kekuasaan, pola distribusi kekayaan, dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Refleksi 

ini diperkuat oleh penelitian terbaru oleh Handayani & Mulyanto (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan reformasi 

hukum sangat tergantung pada keberanian konstitusional negara dalam menjadikan keadilan sebagai arah utama kebijakan 

publik. 

 

Redistributive Constitution sebagai Konsep Reformasi 

Gagasan tentang konstitusi sebagai alat rekayasa sosial telah mengalami evolusi penting dalam wacana hukum tata negara. 

Konstitusi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai dokumen normatif yang mengatur struktur kekuasaan negara, 

melainkan sebagai perangkat aktif untuk mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial. Dalam konteks ini, 

berkembang konsep redistributive constitution, yakni konstitusi yang tidak netral terhadap distribusi kekuasaan dan 

sumber daya, melainkan berpihak pada kelompok yang secara historis termarjinalkan (Gargarella, 2013). 

Konstitusi redistributif mengasumsikan bahwa ketidaksetaraan yang dibiarkan akan memperdalam eksklusi sosial dan 

melemahkan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem konstitusional yang berpihak pada keadilan substantif, 

negara dituntut untuk tidak hanya menjamin kesetaraan formal, tetapi juga memperbaiki struktur sosial-ekonomi yang 

timpang. Sebagaimana dikemukakan oleh Rohmah & Yunus (2024) konstitusi harus berfungsi sebagai landasan kebijakan 

yang menuntut keberpihakan aktif negara terhadap kelompok rentan melalui mekanisme hukum yang operasional. 

Pendekatan ini mendapatkan landasan teoretis dari pemikiran-pemikiran seperti Rawls dan Sen, namun diperluas dalam 

kerangka konstitusional. Konstitusi tidak boleh berhenti pada afirmasi hak, melainkan harus menyediakan mekanisme 

yudisial dan kelembagaan untuk menegakkannya secara nyata. Transformasi paradigma hukum dalam konteks Indonesia 

menuntut penguatan konstitusi yang secara eksplisit menyandarkan diri pada keadilan sosial sebagai prinsip dasar. 

Di berbagai negara, pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk. Konstitusi Afrika Selatan 1996 misalnya, 

memberikan penekanan kuat pada hak sosial seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan, serta memberikan akses 

kepada warga negara untuk menuntut pemenuhannya melalui judicial review (Liebenberg, 2010). Hal serupa terjadi di 

Bolivia dan Ekuador, di mana prinsip keadilan redistributif diinstitusionalisasikan dalam bentuk hak atas tanah komunal, 

lingkungan hidup, dan jaminan sosial dalam konstitusi masing-masing (Acosta, 2010). 

Dalam konteks Indonesia, meskipun konstitusi mengakui hak-hak sosial-ekonomi, seperti dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 

31, dan Pasal 34 UUD 1945, belum tersedia mekanisme yudisial yang efektif untuk menegakkannya. Hal ini menyebabkan 

negara kerap menghindar dari tanggung jawab konstitusionalnya atas dasar keterbatasan anggaran atau prioritas 

kebijakan. Astuti (2020) menegaskan bahwa pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi 

menjadi contoh langka keberpihakan yudisial terhadap prinsip keadilan sosial dalam konstitusi ekonomi Indonesia. 
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Lebih jauh lagi, tantangan dalam mewujudkan konstitusi redistributif juga muncul dari lemahnya integrasi prinsip 

keadilan sosial dalam pengambilan kebijakan publik. Natsir et al. (2022) menyoroti bahwa meskipun sila kelima Pancasila 

menekankan keadilan sosial, implementasinya dalam sektor seperti pengelolaan lingkungan dan pengentasan kemiskinan 

masih sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak cukup hanya menjamin hak, tetapi harus secara sistemik 

diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan sektoral. 

Rasya dan Triadi (2024) dalam analisisnya tentang peran hukum tata negara menekankan pentingnya reformasi struktur 

institusional untuk membuka akses keadilan yang lebih luas. Konstitusi harus menjadi motor penggerak kebijakan 

redistributif yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. 

Dengan demikian, konstitusi redistributif tidak hanya merupakan proyek hukum, tetapi juga merupakan strategi politik 

dan sosial untuk membalikkan ketimpangan yang melembaga. Untuk menjadikan konstitusi sebagai sarana redistribusi, 

dibutuhkan sinergi antara kekuatan politik progresif, masyarakat sipil, dan lembaga peradilan yang berkomitmen pada 

keadilan substantif. Jika tidak, konstitusi akan tetap menjadi teks normatif yang jauh dari kehidupan rakyat, dan keadilan 

sosial hanya akan menjadi narasi kosong dalam diskursus hukum nasional. 

Transfomative Constitutionalism dalam Praktik Global 

Transformative constitutionalism merupakan konsep hukum progresif yang berupaya mengubah struktur sosial, ekonomi, 

dan politik masyarakat melalui instrumen konstitusional. Klare (1998) pertama kali memperkenalkan istilah ini dalam 

konteks Afrika Selatan pasca-Apartheid, dengan menyatakan bahwa konstitusi baru tidak hanya bertujuan untuk mengatur 

institusi-institusi politik, tetapi juga untuk mengarahkan transisi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan egaliter 

(Davis & Klare, 2024). 

Afrika Selatan menjadi contoh paling menonjol dari implementasi transformative constitutionalism. Mahkamah 

Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan yurisprudensi yang secara aktif menegakkan hak-hak sosial dan ekonomi. 

Kasus terkenal Government of the Republic of South Africa v Grootboom (2001) memperlihatkan bagaimana pengadilan 

mengakui hak atas perumahan yang layak sebagai bagian dari hak konstitusional yang dapat ditegakkan. Liebenberg 

(2010) mencatat bahwa pendekatan ini menunjukkan keberanian yudisial untuk menafsirkan konstitusi secara progresif, 

mengutamakan substansi keadilan ketimbang formalitas hukum. 

Konsep transformative constitutionalism juga diadopsi di Amerika Latin. Bolivia dan Ekuador, melalui konstitusi 

barunya, menekankan pentingnya "Buen Vivir" atau kehidupan seimbang, yang melampaui pendekatan hak individu ke 

arah hak kolektif atas sumber daya alam dan lingkungan hidup (Gudynas, 2011). Konstitusi Bolivia 2009, misalnya, tidak 

hanya mengakui hak atas tanah dan air, tetapi juga memuat prinsip redistribusi sumber daya sebagai mandat 

konstitusional. Dalam konteks ini, pendekatan transformative constitutionalism telah memberikan kontribusi signifikan 

terhadap perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi di kawasan tersebut (Von Bogdandy & Urueña, 2020). 

Perbedaan penting transformative constitutionalism dengan model konstitusi tradisional terletak pada orientasinya 

terhadap perubahan sosial yang terencana. Jika konstitusi tradisional cenderung mempertahankan status quo, maka 

transformative constitutionalism menganggap konstitusi sebagai motor perubahan, bukan sekadar refleksi nilai-nilai yang 

ada (Jacobsohn & Roznai, 2020). Namun, keberhasilan transformative constitutionalism tidak bersifat otomatis. Hirschl 

sebagaimana dikutip oleh Urbanik dan Marcisz (2021) memperingatkan tentang fenomena "juristocracy", yakni dominasi 

berlebihan lembaga peradilan dalam proses transformasi yang dapat mengasingkan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, 

keberhasilan transformative constitutionalism membutuhkan keseimbangan antara judicial activism dan demokrasi 

partisipatif. 

Dalam konteks Indonesia, gagasan transformative constitutionalism menjadi sangat relevan untuk menanggulangi 

stagnasi aktualisasi keadilan sosial. UUD 1945 sebagai living constitution perlu ditafsirkan secara progresif untuk 

menghidupkan kembali makna keadilan sosial yang tercantum dalam Pembukaan. Mahkamah Konstitusi dapat 

memainkan peran kunci dengan memperluas tafsir konstitusi yang mendukung hak sosial-ekonomi, sebagaimana 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi 

Indonesia telah mengalami transformasi dari lembaga legislatif negatif menjadi legislatif positif, yang memungkinkan 

pengadilan untuk lebih proaktif dalam menegakkan hak-hak konstitusional (Tatawu & Tawai, 2023). 

https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1158


HERMAWAN PRASOJO / RECHTSNORMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM - VOL. 4 NO. 1 (2025) EDISI AGUSTUS ISSN 2962-1739 (ONLINE) 

 

Hermawan Prasojo  https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1158 64 

Selain itu, transformative constitutionalism di Indonesia harus melibatkan reformasi politik dan kebijakan yang nyata. 

Pembentukan legislasi yang mendukung hak atas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pekerjaan layak harus 

didorong melalui mekanisme legislasi yang partisipatif dan berbasis hak. Dalam kerangka ini, peran masyarakat sipil, 

akademisi, dan organisasi sosial menjadi sangat penting dalam mengawal implementasi prinsip-prinsip transformative 

constitutionalism. Sebagaimana dikemukakan oleh von Bogdandy dan Spieker (2023), transformative constitutionalism 

membutuhkan "proyek politik jangka panjang" yang melibatkan perubahan budaya hukum, perilaku politik, serta struktur 

ekonomi. Tanpa komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa, transformative constitutionalism berisiko menjadi slogan 

kosong tanpa realisasi nyata. 

Dengan demikian, transformative constitutionalism menawarkan peta jalan alternatif untuk membangun negara hukum 

Indonesia yang lebih adil dan demokratis. Prinsip ini menuntut keberanian institusi negara untuk tidak hanya menjaga 

prosedur, tetapi juga berani mendorong substansi keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Hambatan Struktural dalam Implementasi Keadilan Sosial 

Meskipun prinsip keadilan sosial dan transformative constitutionalism telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum 

modern, implementasinya di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Hambatan-hambatan ini 

bersifat multidimensional, mencakup faktor politik, ekonomi, budaya hukum, dan kelembagaan.  Salah satu hambatan 

utama adalah dominasi oligarki ekonomi-politik yang mengakar kuat dalam struktur kekuasaan. Winters (2011) 

menekankan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok elite ekonomi memiliki kapasitas luar 

biasa untuk mempengaruhi proses politik dan hukum. Pada saat distribusi kekayaan sangat timpang, akses terhadap 

pembuatan kebijakan dan peradilan pun menjadi privilese bagi segelintir orang. Hal ini menghambat realisasi keadilan 

sosial melalui instrumen konstitusional.  Ideologi neoliberal yang mengedepankan pasar bebas dan minimalisasi peran 

negara turut memperparah ketimpangan. Dalam kerangka neoliberal, hukum seringkali dipakai untuk melindungi hak 

kepemilikan dan kontrak bebas, tetapi tidak cukup digunakan untuk mengoreksi ketidakadilan sosial-ekonomi (Harvey, 

2007). Pendekatan ini mengabaikan peran negara sebagai agen redistribusi yang seharusnya memastikan kesejahteraan 

bagi seluruh warga negara. 

Dari sisi budaya hukum, Levitsky dan Ziblatt, (2024) menunjukkan bahwa demokrasi dan negara hukum akan rapuh jika 

elite politik lebih mengutamakan kemenangan elektoral daripada supremasi hukum dan prinsip keadilan. Di Indonesia, 

budaya hukum yang kuat dalam mendukung hak-hak sosial masih belum sepenuhnya berkembang. Praktik hukum 

seringkali lebih menekankan pada prosedur formal daripada substansi keadilan, sehingga menghambat upaya transformasi 

sosial yang lebih luas. 

Lemahnya kapasitas kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan. Butt (2015) dalam kajiannya tentang Mahkamah 

Konstitusi Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun terdapat ruang normatif untuk menegakkan hak sosial-ekonomi, 

dalam praktiknya Mahkamah cenderung berhati-hati dan konservatif. Keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta 

keterbatasan wewenang remedial membuat lembaga yudisial sulit bertindak progresif. Hal ini menunjukkan perlunya 

penguatan kapasitas institusi hukum untuk mendukung implementasi keadilan sosial. 

Fragmentasi masyarakat sipil turut menjadi faktor penghambat dalam mendorong keadilan sosial. Warburton dan 

Aspinall, (2019) mencatat bahwa meskipun terdapat banyak gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial, 

gerakan ini seringkali terfragmentasi, kurang terkoordinasi, dan tidak mampu membentuk tekanan politik yang konsisten. 

Ketiadaan solidaritas dan tujuan bersama mengurangi efektivitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi perubahan 

struktural yang diperlukan.  Hirschl (2004)memperingatkan tentang "fenomena ilusi perubahan" di mana adopsi norma-

norma progresif dalam teks konstitusi tidak serta-merta menghasilkan perubahan substantif di tingkat implementasi. 

Ketika elite politik tetap mengontrol sumber daya politik dan ekonomi, bahkan konstitusi yang progresif pun dapat dibajak 

untuk mempertahankan status quo. Hal ini menegaskan pentingnya komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan 

keadilan sosial secara nyata. 

Khusus untuk Indonesia, problem besar lain adalah lemahnya pengarusutamaan hak sosial dalam perencanaan 

pembangunan nasional. Analisis Rosser dan van Diermen (2016) menunjukkan bahwa program-program kesejahteraan 

seringkali bersifat ad hoc, tidak terintegrasi dalam kerangka hak konstitusional, dan lebih banyak dikendalikan oleh logika 

politik elektoral ketimbang prinsip keadilan substantif. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan 
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keadilan sosial yang diharapkan.  Dalam situasi ini, solusi memerlukan pendekatan multidimensi. Couso (2021) 

menyarankan perlunya reformasi konstitusional yang mengikat lembaga eksekutif dan legislatif untuk memenuhi target-

target redistributif tertentu. Judicial activism harus diperkuat, tetapi juga harus diimbangi dengan reformasi politik dan 

penguatan partisipasi masyarakat sipil. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk 

berperan aktif dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. 

Lebih lanjut, Plagerson, (2023) menekankan pentingnya membangun "kontrak sosial baru" yang menempatkan keadilan 

sosial sebagai landasan utama pembangunan ekonomi dan politik. Ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua 

aktor negara dan non-negara untuk mengubah struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Tanpa perubahan mendasar 

dalam struktur sosial dan politik, upaya mewujudkan keadilan sosial akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. 

Dengan memahami berbagai hambatan struktural ini, upaya reformasi keadilan sosial melalui konstitusi di Indonesia 

harus dilakukan secara bertahap namun konsisten. Tanpa reformasi budaya hukum, perubahan struktur ekonomi, serta 

penguatan kapasitas institusi yudisial dan legislasi pro-keadilan sosial, transformative constitutionalism dan redistributive 

constitution hanya akan menjadi janji kosong. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mewujudkan keadilan sosial yang sejati di Indonesia 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep keadilan 

sosial dalam kerangka konstitusi redistributif di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian 

terletak pada norma hukum tertulis dan teori hukum sebagai bahan utama analisis (Irwansyah, 2021). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UUD 

1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak sosial-ekonomi. Pendekatan konseptual dilakukan 

untuk memahami konsep-konsep teoritis seperti keadilan sosial, redistributive constitution, dan transformative 

constitutionalism dari berbagai literatur hukum nasional maupun internasional. Sedangkan pendekatan perbandingan 

digunakan untuk membandingkan penerapan transformative constitutionalism di Afrika Selatan dan negara-negara 

Amerika Latin dengan kondisi di Indonesia. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 beserta amandemennya.  Bahan hukum sekunder meliputi buku, 

artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus 

hukum dan ensiklopedia hukum. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses sumber-sumber cetak maupun 

digital. Mesin pencari akademik seperti Google Scholar, JSTOR, HeinOnline, dan Portal Garuda digunakan untuk 

memperoleh literatur yang relevan dan mutakhir. 

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif. Bahan hukum dianalisis secara sistematis 

dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna norma hukum dalam kaitannya dengan prinsip keadilan sosial 

dan transformative constitutionalism. Teknik analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi pola, 

kecenderungan, dan permasalahan dalam regulasi dan praktik hukum terkait hak sosial-ekonomi di Indonesia. 

Kriteria keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini diterapkan melalui triangulasi sumber, yakni dengan 

membandingkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan konsistensi dan validitas data. 

Selain itu, kredibilitas sumber dijaga dengan hanya menggunakan dokumen resmi, jurnal terindeks, dan publikasi 

akademik yang diakui. 

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan reformasi 

konstitusi Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berbasis keadilan sosial. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kebutuhan Reformasi Konstitusi di Indonesia 

Kondisi ketimpangan sosial-ekonomi yang terus mengakar di Indonesia menjadi sinyal kuat tentang pentingnya 

mereformasi konstitusi agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2022, indeks Gini Indonesia berada di angka 0,381(Statistik, n.d.), menandakan ketimpangan distribusi 

pendapatan yang cukup tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum dan kebijakan nasional, meskipun 

bersandar pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, belum berhasil mewujudkan 

kesejahteraan yang merata. 

Ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak-hak sosial-ekonomi diatur secara normatif dalam batang tubuh 

konstitusi, seperti dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat 

(1). Namun, norma-norma tersebut cenderung bersifat deklaratif dan belum memiliki mekanisme justiciable yang 

memungkinkan warga negara untuk menuntut pemenuhan hak-haknya secara langsung melalui lembaga peradilan. Tidak 

terdapat standar minimum layanan publik yang harus dipenuhi negara, serta belum tersedia instrumen hukum yang 

memadai untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak sosial-ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara yang 

menerapkan transformative constitutionalism seperti Afrika Selatan, hak-hak sosial-ekonomi diatur secara eksplisit 

sebagai hak fundamental yang dapat ditegakkan di pengadilan melalui mekanisme judicial review dan constitutional 

complaint (Jacobsohn & Roznai, 2020; Liebenberg, 2010) 

Absennya mekanisme yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak sosial-ekonomi membuat banyak kelompok rentan di 

Indonesia tetap berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Sementara itu, program-program kesejahteraan sosial yang 

diinisiasi oleh pemerintah cenderung bersifat sektoral, ad hoc, dan seringkali tidak didasarkan pada pendekatan berbasis 

hak (Rosser & van Diermen, 2016). Dengan demikian, tanpa perubahan struktur konstitusional dan hukum, upaya 

menciptakan keadilan sosial hanya akan berujung pada kebijakan populis jangka pendek. 

Menurut Heiss Bendersky (2022), konstitusi seharusnya tidak hanya mengatur prosedur politik, tetapi juga berfungsi 

sebagai instrumen korektif terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi. Artinya, reformasi konstitusi harus diarahkan untuk 

mengintegrasikan hak-hak sosial-ekonomi secara eksplisit sebagai hak-hak fundamental yang dapat ditegakkan melalui 

mekanisme yudisial. 

Lebih jauh, transformative constitutionalism menuntut agar konstitusi dipahami sebagai "living document" yang harus 

senantiasa ditafsirkan secara progresif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan sosial yang dinamis (Klare, 

1998). Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal terkait keadilan sosial harus 

ditafsirkan sebagai dasar konstitusional untuk mendorong reformasi legislasi, kebijakan ekonomi, dan reformasi sosial. 

Kebutuhan reformasi konstitusi juga diperkuat oleh fakta bahwa berbagai ketimpangan berbasis wilayah, gender, dan 

kelompok sosial semakin menguat. Data dari UNDP (2021)(UNDP, n.d.) menunjukkan bahwa Indonesia masih 

menghadapi tantangan besar dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengentasan 

kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan ketimpangan. Hal ini menegaskan bahwa upaya reformasi tidak 

hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam konteks pembangunan nasional. 

Pengalaman negara-negara seperti Afrika Selatan dan Bolivia menunjukkan bahwa reformasi konstitusi yang berani dan 

berbasis redistributive constitutionalism mampu membuka ruang bagi perubahan sosial yang lebih substantif (Couso, 

2021). Dalam konteks ini, Indonesia perlu belajar bahwa perlindungan terhadap hak-hak sosial tidak cukup hanya 

didasarkan pada kebijakan pemerintah yang fluktuatif, melainkan harus dijamin secara konstitusional dan dapat 

ditegakkan melalui sistem peradilan yang efektif. 

Dengan demikian, analisis kebutuhan reformasi konstitusi di Indonesia harus memperhatikan beberapa poin kunci: 

pertama, pentingnya menjadikan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak justiciable; kedua, perlunya memperkuat tafsir 

progresif terhadap Pembukaan UUD 1945; ketiga, mendesaknya membangun mekanisme pengawasan yang kuat terhadap 

pemenuhan hak-hak tersebut; dan keempat, pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam seluruh aspek 

pembangunan nasional. 
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Tanpa reformasi konstitusi yang substantif, harapan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 akan terus menjadi utopia. Reformasi ini 

membutuhkan komitmen politik yang kuat, keberanian yudisial, serta dukungan masyarakat sipil yang aktif dan kritis. 

Perbandingan Implementasi Transformative Cinstitution 

Dalam mengkaji kebutuhan reformasi konstitusi di Indonesia, penting untuk melihat praktik transformative 

constitutionalism di negara lain sebagai bahan perbandingan. Dua kawasan yang relevan untuk dianalisis adalah Afrika 

Selatan dan Amerika Latin (khususnya Bolivia dan Ekuador), yang telah menerapkan model konstitusi progresif dalam 

upaya mereformasi ketidakadilan sosial historis mereka 

Transformative Constitutionalism di Afrika Selatan 

Transformative constitutionalism di Afrika Selatan berakar pada konteks sejarah apartheid, yang melahirkan 

ketidakadilan struktural rasial dan sosial-ekonomi yang sangat dalam. Sebelum reformasi konstitusi, Afrika Selatan 

dipimpin oleh rezim apartheid yang menerapkan segregasi rasial secara legal, menempatkan mayoritas kulit hitam Afrika 

Selatan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang termarginalkan. Akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, 

pekerjaan, dan perumahan berkualitas sangat dibatasi berdasarkan ras.  Konstitusi interim tahun 1993 dan kemudian 

Konstitusi 1996 bertujuan tidak hanya untuk membongkar sistem politik apartheid, tetapi juga untuk membangun 

masyarakat baru yang berlandaskan kesetaraan, martabat, dan keadilan sosial. (Klare, 1998) menyebut Konstitusi 1996 

sebagai "proyek transformasi sosial".  Secara khusus, Konstitusi Afrika Selatan 1996 mengubah struktur hak dengan 

memasukkan hak-hak sosial-ekonomi dalam Bab 2, Bill of Rights, termasuk Pasal 26: Hak atas perumahan, Pasal 27: Hak 

atas layanan kesehatan, air, makanan, dan jaminan sosial, Pasal 29: Hak atas pendidikan dasar dan akses terhadap 

pendidikan lanjutan. 

Hak-hak ini bersifat justiciable, artinya dapat ditegakkan melalui pengadilan. Mahkamah Konstitusi diberikan 

kewenangan kuat untuk menguji apakah kebijakan dan tindakan negara memenuhi kewajiban positif dalam 

merealisasikan hak-hak ini secara progresif. 

Kasus Government of the Republic of South Africa v Grootboom (2001) menjadi tonggak dalam implementasi 

justiciability hak sosial-ekonomi. Dalam kasus ini, Mahkamah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk 

menyediakan akses perumahan bagi kelompok masyarakat rentan, dan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban ini 

merupakan pelanggaran konstitusional. 

Selain itu, dalam kasus Minister of Health v Treatment Action Campaign (2002), Mahkamah memutuskan bahwa negara 

wajib menyediakan akses terhadap obat-obatan penyelamat nyawa bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV, mengukuhkan 

pendekatan tanggung jawab sebagai standar penilaian terhadap kewajiban negara. 

Indikator keberhasilan transformative constitutionalism di Afrika Selatan terlihat dari beberapa capaian, antara lain: 

a. Peningkatan akses pendidikan dasar universal. 

b. Penyediaan perumahan layak bagi jutaan rakyat miskin. 

c. Program layanan kesehatan gratis untuk ibu hamil dan anak-anak. 

d. Peningkatan indeks pembangunan manusia dari 0,613 (1990) menjadi 0,709 (2019) (UNDP, 2020). 

Namun, hambatan tetap ada, termasuk kesenjangan ekonomi struktural dan keterbatasan sumber daya negara. Meskipun 

demikian, konstitusi Afrika Selatan menunjukkan bahwa hak-hak sosial-ekonomi dapat menjadi pilar transformasi sosial 

melalui justiciability yang efektif dan pengawasan yudisial yang progresif. 

Transformative Constitutionalism di Amerika Latin (Bolivia dan Ekuador) 

Transformative constitutionalism di Bolivia dan Ekuador muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, 

dan lingkungan yang berakar dari era kolonialisme dan model pembangunan neoliberal. Konstitusi Bolivia 2009 dan 

Konstitusi Ekuador 2008 merepresentasikan upaya sistematis untuk mengkonstruksi negara baru berbasis keadilan sosial, 

hak kolektif, dan keseimbangan ekologis melalui konsep "Buen Vivir"(Gudynas, 2011). 
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Sebelum reformasi konstitusi, Bolivia dan Ekuador mengalami ketimpangan luar biasa, di mana kekayaan sumber daya 

alam dikuasai oleh elit kecil dan perusahaan multinasional, sementara mayoritas penduduk, terutama masyarakat adat, 

hidup dalam kemiskinan struktural (Acosta, 2010; Farthing & Kohl, 2014). Ketergantungan terhadap komoditas primer 

memperparah eksploitasi dan merusak basis sosial-ekologis negara. 

Reformasi konstitusional di Bolivia dan Ekuador memperkenalkan paradigma baru, memperluas cakupan hak-hak sosial-

ekonomi dan memperkuat hak-hak kolektif. Konstitusi Bolivia (2009) menetapkan Bolivia sebagai negara plurinational 

dan mengakui hak atas tanah, air, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sebagai hak dasar (De Bolivia, 2009). 

Konstitusi Ekuador (2008) bahkan mengakui hak-hak alam (Pasal 71–74), hak atas air sebagai hak asasi, serta 

menegaskan konsep suma kawsay sebagai prinsip dasar pembangunan (de Montecristi, 2008). Kedua konstitusi tersebut 

juga mengadopsi mekanisme justiciable yang efektif. Di Ekuador, acción de protección dan acción por la naturaleza 

memungkinkan warga negara untuk menuntut negara atau entitas privat di pengadilan atas pelanggaran hak-hak sosial, 

ekonomi, dan ekologis (Rodríguez-Garavito, 2011). Hal ini memperkuat posisi rakyat sebagai subjek hukum aktif dalam 

perlindungan hak kolektif. 

Dampak nyata transformative constitutionalism di Bolivia dan Ekuador dapat diukur melalui indikator sosial-ekonomi. 

Di Bolivia, kemiskinan ekstrem menurun dalam periode 2006-2021 (Canavire-Bacarreza et al., 2024). Akses terhadap 

layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan meningkat signifikan, diperkuat oleh redistribusi pendapatan dari sektor 

pertambangan dan hidrokarbon nasionalisasi. Di Ekuador, program sosial seperti Bono de Desarrollo Humano 

berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan taraf hidup kelompok rentan (Bárcena & Cimoli, 2019). 

Namun demikian, implementasi transformative constitutionalism di kedua negara menghadapi tantangan berat, termasuk 

resistensi dari elit ekonomi lama, dinamika politik internal, dan tekanan globalisasi ekonomi (Webber, 2017). 

Ketergantungan terhadap komoditas primer tetap menjadi dilema struktural yang membatasi kapasitas negara untuk 

mempertahankan agenda redistributif progresif. 

Kendati demikian, pengalaman Bolivia dan Ekuador menunjukkan bahwa reformasi konstitusi yang berani dan substantif 

dapat membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil secara sosial dan ekologis. Bagi Indonesia, pelajaran penting 

dari kedua negara ini adalah pentingnya memperluas cakupan hak-hak sosial-ekonomi secara eksplisit dalam konstitusi, 

memperkuat mekanisme justiciability, dan mendorong pembangunan berbasis keadilan kolektif dan ekologis. 

 

Analisis Komparatif dan Implikasinya bagi Indonesia 

Transformative constitutionalism sebagaimana diterapkan di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador menunjukkan 

komitmen konstitusi negara-negara tersebut untuk menjadi instrumen perubahan sosial-ekonomi yang substantif. Afrika 

Selatan melalui Konstitusi 1996, khususnya Pasal 26, 27, dan 29, menegaskan hak atas perumahan, kesehatan, dan 

pendidikan sebagai hak-hak justiciable yang dapat dituntut di hadapan Mahkamah Konstitusi (Klare, 1998). Bolivia 

melalui Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) mengukuhkan hak atas air, makanan, kesehatan, 

pendidikan, dan tanah kolektif, serta mendeklarasikan negara sebagai negara plurinational. Sementara itu, Ekuador dalam 

Constitución de la República del Ecuador (2008) memperluas horizon konstitusional dengan mengakui hak-hak alam 

(nature rights) di samping hak sosial-ekonomi, menandai perluasan subjek hak konstitusional (Acosta, 2010). 

Sebaliknya, Konstitusi Indonesia, meskipun dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia sebagai salah satu tujuan nasional, dalam praktik batang tubuhnya masih bersifat prosedural normatif. 

Hak-hak sosial-ekonomi tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H, Pasal 31, dan Pasal 34, namun 

pengaturannya cenderung bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan justiciable yang kuat (Butt, 2018). Tidak ada 

pasal yang memberikan instrumen remedial atau constitutional complaint untuk menguji kegagalan negara dalam 

memenuhi hak-hak tersebut. 

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador berhasil mengonstruksi hubungan 

langsung antara norma konstitusional dengan hak substantif yang dapat ditegakkan melalui pengadilan. Konsep 

"reasonableness" dalam Konstitusi Afrika Selatan memungkinkan pengadilan menilai kewajaran kebijakan negara dalam 

memenuhi hak sosial-ekonomi(Liebenberg, 2010). Di Bolivia dan Ekuador, acción de protección dan acción por la 

naturaleza memberikan mekanisme hukum langsung kepada rakyat untuk mempertahankan hak mereka, baik terhadap 

negara maupun korporasi. 
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Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi cenderung lebih aktif dalam isu-isu hak sipil-politik 

seperti kebebasan beragama atau hak politik, namun belum mengambil posisi progresif dalam penegakan hak sosial-

ekonomi. Mahkamah jarang menggunakan tafsir progresif terhadap prinsip keadilan sosial dalam menilai legislasi atau 

kebijakan negara (Asshiddiqie, 2014). 

Perbandingan konstitusi Bolivia dan Ekuador, Afrika Selatan, dan Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Perbandingan Konstitusi Afrika Selatan, Bolivia dan Ekuador, serta Indonesia dalam konteks keadilan sosial 

Aspek Afrika Selatan Bolivia dan Ekuador Indonesia (Saat ini) 

Latar Belakang Apartheid, ketidakadilan 

rasial 

Penindasan kelompok 

adat 

Reformasi politik, 

ketimpangan ekonomi 

Model Konstitusi Transformative 

Constitutionalism 

Transformative, 

Plurinational, Ekologis 

Konstitusi prosedural 

normatif (Butt, 2018) 

Hak Sosial-Ekonomi Justiciable dan 

enforceable 

Justiciable dan 

enforceable 

Deklaratif 

Peran Pengadilan Progresif dan aktif Progresif dan aktif Terbatas 

Prinsip Khusus Reasonableness Doctrine Buen Vivir, Hak 

Lingkungan 

Pancasila dan Keadilan 

Sosial 

Partisipasi Publik Kuat Kuat, Berbasis 

Komunitas 

Elitistik 

Tantangan Implementasi kebijakan 

afirmatif 

Krisis politik dan 

konsolidasi kekuasaan 

Dominasi oligarki dan 

bias neoliberal 

Implikasi dari perbandingan ini tampak bahwa reformasi konstitusi di Indonesia harus diarahkan pada penguatan 

justiciability hak sosial-ekonomi, memperkenalkan mekanisme constitutional complaint untuk pelanggaran hak-hak 

sosial, dan mengadopsi prinsip reasonableness dalam penilaian kebijakan negara. Pembelajaran dari Afrika Selatan, 

Bolivia, dan Ekuador menunjukkan bahwa dengan menjadikan konstitusi sebagai alat aktif rekayasa sosial, cita-cita 

keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan secara nyata. 

Hambatan Aktualisasi Keadilan Sosial di Indonesia 

Meskipun prinsip keadilan sosial tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, aktualisasinya dalam praktik bernegara di 

Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Hambatan tersebut dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama. 

Pertama, dominasi oligarki ekonomi-politik merupakan hambatan terbesar dalam mewujudkan keadilan sosial. Winters 

(2011) menyebut bahwa Indonesia termasuk dalam kategori oligarki elektoral, di mana elit ekonomi memiliki kekuatan 

untuk mengontrol keputusan politik melalui pengaruh finansial dan media. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 

2023 menunjukkan bahwa 71% anggota legislatif nasional memiliki latar belakang pengusaha, memperkuat argumentasi 

bahwa proses legislasi lebih sering mengakomodasi kepentingan bisnis daripada keadilan sosial. 

Kedua, bias neoliberalisme dalam kebijakan publik telah menggeser prioritas negara dari perlindungan hak-hak sosial-

ekonomi rakyat kecil ke arah efisiensi pasar dan deregulasi. Agenda reformasi ekonomi sejak krisis 1998 berfokus pada 

liberalisasi pasar dan privatisasi sektor publik (Patunru & Rahardja, 2015), sehingga negara semakin menjauh dari 

perannya sebagai pelindung hak sosial. Fenomena ini tampak nyata dalam sektor pendidikan dan kesehatan, di mana 

biaya layanan meningkat sementara kualitas akses universal tetap bermasalah. 
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Ketiga, lemahnya enforceability hak sosial-ekonomi di bawah sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Butt (2018), Mahkamah Konstitusi cenderung lebih aktif dalam membela hak-hak sipil-politik, namun tidak progresif 

dalam menginterpretasikan hak sosial-ekonomi. Misalnya, dalam perkara pengujian UU Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS), Mahkamah tidak membangun doktrin reasonableness sebagaimana praktik Mahkamah Konstitusi Afrika 

Selatan dalam kasus Grootboom (Liebenberg, 2010). 

Keempat, problem kesenjangan regional dan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar. Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa rasio ketimpangan antarwilayah tetap tinggi, dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Papua (60,62) jauh di bawah IPM DKI Jakarta (81,65). Hal ini mengindikasikan bahwa jaminan 

konstitusional atas hak sosial tidak dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Kelima, rendahnya budaya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Meski sistem demokrasi 

prosedural telah berjalan, partisipasi bermakna dalam pembuatan kebijakan, khususnya terkait hak sosial-ekonomi, masih 

sangat terbatas. Studi Lokataru Foundation (2022) mencatat bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja minim melibatkan 

partisipasi publik substantif dan lebih bersifat top-down. 

Keenam, belum optimalnya instrumen kebijakan afirmatif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural. Program-program 

seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memang ada, tetapi skalanya terbatas dan 

sering kali dipolitisasi menjelang pemilu. Evaluasi Bank Dunia (2021) menyatakan bahwa program perlindungan sosial 

di Indonesia baru mencapai 40% populasi miskin dan rentan, menunjukkan adanya eksklusi signifikan. 

Ketujuh, resistensi birokrasi dan fragmentasi kebijakan. Upaya-upaya reformasi sering terhambat oleh ego sektoral antar 

lembaga negara dan minimnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Ini berdampak pada lemahnya efektivitas implementasi 

kebijakan yang seharusnya menjamin hak-hak sosial-ekonomi warga negara. 

Dari berbagai hambatan tersebut, tampak jelas bahwa aktualisasi keadilan sosial di Indonesia bukan hanya soal perubahan 

tekstual dalam konstitusi, melainkan juga soal perombakan struktural dalam politik, ekonomi, hukum, dan budaya 

partisipasi. Tanpa transformasi sistemik dan kesadaran konstitusional yang progresif, hak-hak sosial-ekonomi akan terus 

menjadi janji kosong yang tidak pernah benar-benar direalisasikan. 

Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah strategis diantaranya reinterpretasi progresif terhadap Pasal 28C, 28H, 

31, dan 34 UUD 1945; penguatan justiciability hak sosial di Mahkamah Konstitusi; reformasi legislatif untuk memastikan 

bahwa kebijakan sosial tidak sekadar program karitatif, melainkan hak konstitusional; dan pembangunan mekanisme 

pengawasan masyarakat yang kuat untuk memastikan akuntabilitas negara. 

Dengan demikian, pembelajaran dari Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador harus dijadikan inspirasi untuk merekonstruksi 

konstitusi dan sistem politik Indonesia agar benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi keadilan sosial di Indonesia masih jauh dari ideal 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Konstitusi Indonesia saat ini masih bersifat prosedural normatif, 

di mana hak-hak sosial-ekonomi hanya diatur secara deklaratif tanpa mekanisme justiciable yang kuat. Hal ini berbeda 

dengan praktik di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador, yang telah menerapkan transformative constitutionalism untuk 

memperkuat perlindungan hak-hak sosial melalui pengadilan dan mekanisme konstitusional yang progresif. 

Dominasi oligarki ekonomi-politik, bias neoliberalisme dalam kebijakan publik, lemahnya enforceability hak sosial-

ekonomi, kesenjangan regional, rendahnya partisipasi publik, kurang optimalnya kebijakan afirmatif, dan resistensi 

birokrasi menjadi hambatan struktural utama dalam aktualisasi keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan 

reformasi konstitusional dan sistem politik yang lebih progresif untuk benar-benar mewujudkan keadilan sosial substantif. 
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Saran 

1. Melakukan reinterpretasi terhadap Pasal 28C, 28H, 31, dan 34 UUD 1945 untuk memperkuat hak-hak sosial-

ekonomi sebagai hak konstitusional yang dapat ditegakkan secara hukum. 

2. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengadopsi prinsip "reasonableness" dalam menilai kebijakan negara 

terkait pemenuhan hak sosial-ekonomi, sebagaimana praktik di Afrika Selatan. 

3. Mengadopsi mekanisme constitutional complaint untuk memungkinkan warga negara menggugat negara atas 

kegagalan memenuhi hak-hak sosial-ekonomi mereka. 

4. Menyusun peraturan perundang-undangan yang memperjelas standar minimum pemenuhan hak atas pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan jaminan sosial sebagai kewajiban negara. 

5. Meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan sosial-

ekonomi. 

6. Memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk benar-benar menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat miskin dan rentan. 

7. Mengembangkan budaya hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan 

prosedural, melalui reformasi pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum. 

 

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat membangun konstitusi yang hidup (living 

constitution) dan transformatif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat secara nyata dan 

berkelanjutan. 
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